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Pembekalan Mahasiswa “Kuliah Kerja Nyata” 
Infrastruktur Berkelanjutan (Pemukiman)

Oleh: Ir. Rahmat, ST., MT (08125461790 / rahmat.uniba@uniba-bpn.ac.id



Infrastruktur berkelanjutan merupakan sebuah konsep dari pembangunan 
infrastruktur dengan memperhatikan keseimbangan antara memenuhi kebutuhan 
infrastruktur pada masa sekarang dan masa yang akan datang (Iwan PK, dkk, 
2008).
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Infrastruktur berkelanjutan perlu memperhatikan dan mengintegrasikan tiga aspek 
keberlanjutan meliputi keberlanjutan :
1. Ekonomi
2. lingkungan 
3. dan sumber daya

INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN 



PERMUKIMAN

PERMUKIMAN KUMUH

PERUMAHAN

PERUMAHAN KUMUH

PERMUKIMAN adalah : Bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih 
dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, 
serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau 
kawasan perdesaan.

PERMUKIMAN KUMUH adalah : Permukiman yang tidak layak huni karena 
ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas 
bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

PERUMAHAN adalah : Kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik 
perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan 
utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

PERUMAHAN KUMUH adalah : Perumahan yang mengalami penurunan kualitas 
fungsi sebagai tempat hunian.

PENURUNAN 
KUALITAS TEMPAT 

HUNIAN ● Ketidakteraturan bangunan
● Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi
● Kualitas bangunan tidak memenuhi syarat
● Kualitas sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat

PERMUKIMAN TIDAK 
LAYAK HUNI

DEFINISI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Sumber : UU 1 Tahun 2011



•Pemerintah mendorong perwujudan kawasan permukiman yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang 
mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan.

UU No. 1/2011 Pasal 3 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan
PP No 14/2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

•Pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana (Pasal
98 PP No. 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang).

UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang

•Pembagian urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman sub urusan kawasan permukiman, bahwa peran 
pemerintah pusat ditekankan pada penetapan sistem kawasan permukiman serta penataan dan peningkatan kualitas kawasan 
permukiman.

UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah 

•Kota tanpa permukiman kumuh

UU No. 17/ 2007 (RPJPN)

•Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman, dengan kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan 
perkotaan guna mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas permukiman di 38.431 Ha daerah perkotaan

Perpres No. 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019  

•Pola Penanganan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Permen PUPR No. 2/2016 tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh

•Sasaran Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan melalui indiator kinerja yaitu meningkatnya kualitas 
permukiman di 38.341 Ha daerah perkotaan. 

Renstra Ditjen Cipta Karya Tahun 2015 – 2019 Bidang Kawasan Pengembangan Permukiman

ACUAN KEBIJAKAN, PERATURAN DAN PERUNDANGAN BIDANG PERMUKIMAN



4 Program Infrastruktur Permukiman



Pemenuhan SPP : • Pelayanan air bersih perpipaan, 

• Pelayanan pengolahan air kotor,

• Drainase dan pengendalian banjir

• Pemadam Kebakaran

• Ruang Terbuka Hijau

• Pengelolaan Persampahan

• Akses Jalan

• Drainase

• Pengelolaan Air Bersih dan Limbah

• Ruang Terbuka

• Tersedianya fasilitas dan utilitas

INDIKATOR
Inkubasi Kota Baru :

Kota/Kab Metropolitan Kawasan

Kota

Kota/Kab Kawasan Luas Area Kumuh

Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh : • Akses Jalan
• Drainase
• Kondisi Bangunan
• Sanitasi
• Air Minum
• Persampahan
• Proteksi Kebakaran dan RTH

Sumber : Perpres No. 2 Tahun 2015 

TARGET PEMBANGUNAN KAWASAN PERKOTAAN BIDANG PERMUKIMAN 





PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS 
Terhadap Perumahan Kumuh 

dan Permukiman Kumuh

Kriteria Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh

Pencegahan Terhadap Perumahan 
Kumuh 

dan Permukiman Kumuh

PENGAWASAN DAN 
PENGENDALIAN

PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT

Perizinan

Standar Teknis

Kelaikan Fungsi

Pendampingan

Pelayanan Informasi

Peningkatan Kualitas Terhadap
Perumahan Kumuh dan

Permukiman Kumuh

Penetapan Lokasi

Pola Penanganan

Pengelolaan

Peremajaan

Pemukiman Kembali

1)

2)

3)

a.

b

c

Kriteria Bangunan
Gedung

Kriteria Jalan Lingkungan

Kriteria Penyediaan Air 
Minum

Kriteria Drainase 
Lingkungan

Kriteria Pengelolaan Air 
Limbah

Kriteria Pengelolaan 
Persampahan

Kriteria Pengamanan 
Kebakaran

1

4

5

6

7

2

3 Pemugaran

Ketentuan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri

PERMEN PUPR No. 2/PRT/M/2016 TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH 
DAN PERMUKIMAN KUMUH



AKTOR PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
Kunci Utama Percepatan Penanganan Permukiman Kumuh

PEMERINTAH 
PUSAT

Lokasi
Kumuh

MASYARAKAT

PEMERINTAH 
KOTA/KAB

PEMERINTAH 
PROPINSI Swasta, Donor, 

Univ. LSM. dll

MAHASISWA

KOLABORASI



Manfaat

• Memperoleh 
pengalaman 

• Meningkatkan 
kompetensi dan 
empati 

• Mampu mengelola 
Sarana secara 
mandiri dan tangguh 
serta berkelanjutan

• Memberikan 
pengalaman kepada 
mahasiswa

• Bakti kepada 
masyarakat

• Memastikan Sarana
yang dibangun 
dikelola dengan baik

Pemerintah Perguruan 
Tinggi

MahasiswaMasyarakat



1. Memahami prinsip dasar peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan

Identifikasi satuan perumahan dan permukiman

Identifikasi permasalahan kekumuhan  7 Indikator yang akan 
menghasilkan penetapan tingkat kekumuhan : Berat, Sedang, 
Ringan

Identifikasi pertimbangan lain

Identifikasi legalitas lahan

3.  Dapat menyusun Profil Permukiman Kumuh Data didapat dari proses identifikasi;
4.  Dapat menyusun Peta Permasalahan;
5.  Dapat menyusun Matriks Program Melalui Konsep Comunity Action Plan (CAP);
6.  Dapat menyusun Site Plan/Rencana Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh.

Proses Penetapan
- SK Bupati/Walikota
- Daftar Lokasi/Kawasan
- Peta Lokasi/Kawasan

Proses 
Identifikasi

2.   Memahami proses penetapan lokasi permukiman kumuh;

PENDAMPINGAN MAHASISWA 
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN 



Kenapa ini
kumuh?

Bangunan
tidak teratur



Kenapa ini
kumuh?

Kualitas jalan
yang buruk



Kenapa ini
kumuh?

Tidak
tersedianya

sarana
pengelolaan

air limbah



Kenapa ini
kumuh?

Tidak
tersedianya

sarana
persampahan



Kriteria
Perumahan
Kumuh Dan 
Permukiman

Kumuh

a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR; 
dan/atau

b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas 
lingkungan dalam RTBL

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan 
RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau

b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan 
dalam RDTR, dan/atau RTBL; 

kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman 
yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis,  sbb:
a. pengendalian dampak lingkungan; 
b. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah 

tanah, di atas dan/atau di bawah air, di atas dan/atau di bawah 
prasarana/sarana umum

c. keselamatan bangunan gedung; 
d. kesehatan bangunan gedung; 
e. kenyamanan bangunan gedung; dan 
f. kemudahan bangunan gedung. 

Kekumuhan 
Ditinjau dari 

Bangunan Gedung

Kekumuhan Ditinjau 
dari Jalan 

Lingkungan

Kekumuhan Ditinjau 
dari Penyediaan Air 

Minum

Kekumuhan Ditinjau 
dari Drainase 
Lingkungan

Kekumuhan Ditinjau 
dari Pengelolaan Air 

Limbah

Kekumuhan Ditinjau 
dari Pengelolaan 

Persampahan

Kekumuhan Ditinjau 
dari Proteksi
Kebakaran

a. ketidakteraturan 
bangunan;

b. tingkat kepadatan 
bangunan yang 
tinggi yang tidak 
sesuai dengan 
ketentuan rencana 
tata ruang; 
dan/atau

c. kualitas 
bangunan 
yang tidak 
memenuhi 
syarat.

 kabupaten/kota belum memiliki RDTR dan/atau RTBL, maka penilaian ketidakteraturan dan

kepadatan bangunan merujuk pada persetujuan sementara mendirikan bangunan.

 bangunan gedung tidak memiliki IMB dan persetujuan sementara mendirikan bangunan,

penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan

mendapatkan pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG).



Kriteria
Perumahan
Kumuh Dan 
Permukiman

Kumuh

Kekumuhan Ditinjau 
dari Bangunan 

Gedung

Kekumuhan 
Ditinjau dari Jalan 

Lingkungan

Kekumuhan Ditinjau 
dari Penyediaan Air 

Minum

Kekumuhan Ditinjau 
dari Drainase 
Lingkungan

Kekumuhan Ditinjau 
dari Pengelolaan Air 

Limbah

Kekumuhan Ditinjau 
dari Pengelolaan 

Persampahan

Kekumuhan Ditinjau 
dari Proteksi
Kebakaran

sebagian lingkungan perumahan 

atau permukiman tidak terlayani 

dengan jalan lingkungan.

a. jaringan jalan lingkungan 
tidak melayani seluruh 
lingkungan perumahan atau 
permukiman;  dan/atau

b. kualitas permukaan jalan 
lingkungan buruk.

sebagian atau seluruh jalan 

lingkungan terjadi kerusakan 

permukaan jalan.



Kriteria
Perumahan
Kumuh Dan 
Permukiman

Kumuh

Kekumuhan Ditinjau 
dari Bangunan 

Gedung

Kekumuhan Ditinjau 
dari Jalan 

Lingkungan

Kekumuhan 
Ditinjau dari 

Penyediaan Air 
Minum

Kekumuhan Ditinjau 
dari Drainase 
Lingkungan

Kekumuhan Ditinjau 
dari Pengelolaan Air 

Limbah

Kekumuhan Ditinjau 
dari Pengelolaan 

Persampahan

Kekumuhan Ditinjau 
dari Proteksi
Kebakaran

masyarakat tidak dapat mengakses 

air minum yang memenuhi syarat 

kesehatan.

a. ketidaktersediaan akses 
aman air minum; dan/atau

b. tidak terpenuhinya 
kebutuhan air minum setiap 
individu sesuai standar 
yang berlaku.

kebutuhan air minum masyarakat 

dalam lingkungan perumahan atau 

permukiman tidak mencapai minimal 

sebanyak 60 liter/orang/hari.



Kriteria
Perumahan
Kumuh Dan 
Permukiman

Kumuh

Kekumuhan Ditinjau 
dari Bangunan 

Gedung

Kekumuhan Ditinjau 
dari Jalan 

Lingkungan

Kekumuhan Ditinjau 
dari Penyediaan Air 

Minum

Kekumuhan 
Ditinjau dari 

Drainase 
Lingkungan

Kekumuhan Ditinjau 
dari Pengelolaan Air 

Limbah

Kekumuhan Ditinjau 
dari Pengelolaan 

Persampahan

Kekumuhan Ditinjau 
dari Proteksi
Kebakaran

a. drainase lingkungan tidak 

mampu mengalirkan 

limpasan air hujan sehingga 

menimbulkan genangan; 

b. ketidaktersediaan drainase; 

c. tidak terhubung dengan 

sistem drainase perkotaan;

menimbulkan genangan dengan tinggi 

lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam 

dan terjadi lebih dari 2 kali setahun.

saluran tersier, dan/atau saluran lokal tidak 

tersedia.

saluran lokal tidak terhubung dengan 

saluran pada hirarki di atasnya sehingga 

menyebabkan air tidak dapat mengalir dan 

menimbulkan genangan.

d. tidak dipelihara sehingga 

terjadi akumulasi limbah 

padat dan cair di dalamnya; 

dan/atau

pemeliharaan saluran drainase tidak 

dilaksanakan, baik pemeliharaan rutin 

dan/atau  pemeliharaan berkala.

e. kualitas konstruksi drainase 

lingkungan buruk.

kualitas konstruksi drainase buruk, karena 

berupa galian tanah tanpa material pelapis 

atau penutup atau telah terjadi kerusakan. 



Kriteria
Perumahan
Kumuh Dan 
Permukiman

Kumuh

Kekumuhan Ditinjau 
dari Bangunan 

Gedung

Kekumuhan Ditinjau 
dari Jalan 

Lingkungan

Kekumuhan Ditinjau 
dari Penyediaan Air 

Minum

Kekumuhan Ditinjau 
dari Drainase 
Lingkungan

Kekumuhan 
Ditinjau dari 

Pengelolaan Air 
Limbah

Kekumuhan Ditinjau 
dari Pengelolaan 

Persampahan

Kekumuhan Ditinjau 
dari Proteksi
Kebakaran

a. sistem pengelolaan air limbah 

tidak sesuai dengan standar 

teknis yang berlaku; dan/atau

b. prasarana dan sarana pengelolaan 

air limbah tidak memenuhi 

persyaratan teknis. 

a. kloset leher angsa tidak terhubung 

dengan tangki septik; atau

b. tidak tersedianya sistem pengolahan 

limbah setempat atau terpusat.

tidak memiliki sistem:

a. pengelolaan limbah domestik;

b. pengelolaan limbah komunal;

atau

c. pengelolaan limbah terpusat.



Kriteria
Perumahan
Kumuh Dan 
Permukiman

Kumuh

Kekumuhan Ditinjau 
dari Bangunan 

Gedung

Kekumuhan Ditinjau 
dari Jalan 

Lingkungan

Kekumuhan Ditinjau 
dari Penyediaan Air 

Minum

Kekumuhan Ditinjau 
dari Drainase 
Lingkungan

Kekumuhan Ditinjau 
dari Pengelolaan Air 

Limbah

Kekumuhan 
Ditinjau dari 
Pengelolaan 

Persampahan

Kekumuhan Ditinjau 
dari Proteksi
Kebakaran

a. prasarana dan sarana 
persampahan tidak sesuai dengan 
persyaratan teknis; 

b. sistem pengelolaan persampahan 
tidak memenuhi persyaratan 
teknis; dan/atau

c. Tidak terpeliharanya sarana dan 
prasarana pengelolaan 
persampahan sehingga terjadi 
pencemaran lingkungan sekitar.

tidak tersedianya:
a. tempat sampah dengan pemilahan 

sampah pada skala domestik atau 
rumah tangga;

b. tempat pengumpulan sampah (TPS) 
atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) 
pada skala lingkungan;

c. gerobak sampah dan/atau truk sampah 
pada skala lingkungan; dan

d. tempat pengolahan sampah terpadu 
(TPST) pada skala lingkungan.

tidak tersedianya: 
a. sistem pewadahan dan pemilahan 

domestik;
b. sistem pengumpulan skala lingkungan;
c. sistem pengangkutan skala lingkungan;
d. sistem pengolahan skala lingkungan.

pemeliharaan sarana dan prasarana 

pengelolaan persampahan tidak 

dilaksanakan, baik pemeliharaan rutin 

dan/atau  pemeliharaan berkala.



Kriteria
Perumahan
Kumuh Dan 
Permukiman

Kumuh

Kekumuhan Ditinjau 
dari Bangunan 

Gedung

Kekumuhan Ditinjau 
dari Jalan 

Lingkungan

Kekumuhan Ditinjau 
dari Penyediaan Air 

Minum

Kekumuhan Ditinjau 
dari Drainase 
Lingkungan

Kekumuhan Ditinjau 
dari Pengelolaan Air 

Limbah

Kekumuhan Ditinjau 
dari Pengelolaan 

Persampahan

Kekumuhan 
Ditinjau dari 

Proteksi Kebakaran

a. Prasarana proteksi kebakaran; 
dan

b.  Sarana proteksi kebakaran.

Tidak tersedianya:
a. pasokan air yang diperoleh dari sumber 

alam maupun buatan;
b. jalan lingkungan yang memudahkan 

masuk keluarnya kendaraan pemadam 
kebakaran;

c. sarana komunikasi untuk 
pemberitahuan terjadinya kebakaran 
kepada Instansi Pemadam Kebakaran; 
dan/atau

d. data tentang sistem proteksi kebakaran 
lingkungan yang mudah diakses.

Tidak tersedianya: 
a. Alat Pemadam Kebakaran Ringan 

(APAR)
b. Kendaraan pemadam kebakaran
c. Mobil tangga sesuai kebutuhan; 

dan/atau
d. Peralatan pendukung lainnya. 
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PENDAMPINGAN MAHASISWA 
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN 

IDENTIFIKASI MASALAH DAN ANALISIS POTENSI (IMAP)



Tujuan dari IMAP adalah memetakan kondisi eksisting permasalahan permasalahan terkait
infrastruktur permukiman tingkat desa/kelurahan dan potensi-potensi yang bisa
dikembangkan dalam rangka mewu-judkan kondisi permukiman yang diharapkan

24

IDENTIFIKASI MASALAH DAN ANALISIS POTENSI (IMAP)

Target Hasil Kegiatan IMAP
1. Data IMAP terkumpul (data wawancara, peta dll)
2. Informasi tentang permasalahan SPAM mencakup: permasalahan sosial, kelembagaan,

teknis, keuangan dan lingkungan.
3. Peta sosial dan infrastruktur permukiman yang menggambarkan posisi infrastruktur

dasar (jalan), SPAM dan jalur distribusinya, fasilitas umum sanitasi, lokasi yang beresiko
untuk sanitasi dan SPAM.



• Deliniasi Kawasan : memperhatikan batas-batas alam seperti jalan kota maupun jalan 
lingkungan. Untuk memudahkan dalam pembahasan dan proses laoyout peta, 
wilayah penelitian kemudian dibagi dalam beberapa segmen (paling mudah 
dimasing-masing kelurahan telah memiliki peta Kawasan wilayah adminstrasinya)

• Inventarisasi Peta Dasar dan Data SekunderProses inventarisasi Peta Dasar dilakukan 
melalui kegiatan survey instansional ke SKPD terkait di Kota Balikpapan. Salah satu 
SKPD yang telah memiliki peta dasar Kota Balikpapan adalah Bappeda Kota 
Balikpapan dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan

• Pemetaan kolaboratif yang dimaksudkan di sini adalah pemetaan yang melibatkan 
unsur masyarakat dan pemerintahan setingkat kelurahan dalam proses penyusunan 
peta tematik, antara lain meleniasi batas antar RT dan antar kelurahan,  
mengidentifikasi beberapa fasilitas umum dan fasilitas sosial kemudian memvalidasi 
kebenarannya, memberikan beberapa informasi terkait hal-hal yang belum 
tercantum di peta dasar

• Pemetaan sendiri 
• RENSTRA 
• Data lainnya yang mendukung IMAP seperti: google map dll
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IMAP – CARA MENDAPATKAN DATA KEPERLUAN PETA
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IMAP – CARA MENDAPATKAN DATA KEPERLUAN PETA

Peta tulisan tangan

Peta dari renstra kecamatan

Peta foto udara dari bappeda

Peta  Kolaborasi

Peta  Kolaborasi



27Google Earth
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IMAP – PETA PERMASALAHAN MASALAH



SEBARAN LOKASI PERMUKIMAN KUMUH

PERUKIMAN 
CURUP SELATAN
(KEL. AIR PUTIH 

BARU)
LUAS : 2,27 HA

PERUKIMAN CURUP
(KEL. PASAR TENGAH)

LUAS : 8,09 HA

PERUKIMAN CURUP TIMUR
(KEL. KARANG ANYAR)

LUAS : 4,7 HA

PERUKIMAN CURUP TENGAH
(KEL. PELABUHAN BARU)

LUAS : 13,89 HA



PROFIL KAWASAN KUMUH



PETA PERMASALAHAN



PETA PERMASALAHAN



PETA PERMASALAHAN



PETA PERMASALAHAN
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IMAP – Data

Data tambahan
• Fisiografis
• Topografi
• Hidrologi
• Klimatologi
• Geologi
• Kependudukan
• Komposisi Penduduk
• Jumlah dan Perkembangan
• Fertilitas
• Mortalitas
• Migrasi
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IMAP – ANALISIS POTENSIAL



SITE PLAN RENCANA PENINGKATAN KUALITAS JARINGAN JALAN



SITE PLAN RENCANA PENINGKATAN KUALITAS JARINGAN DRAINASE



SITE PLAN RENCANA PENINGKATAN KUALITAS SARANA PERSAMPAHAN



SITE PLAN RENCANA PENINGKATAN KUALITAS SARANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH



PROGRAM DAN KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH
Matrik Program dan Kegiatan Pembangunan Perumahan dan Permukiiman Kumuh Prioritas



42

Pelaksanaan Program Kerja



SASARAN AKHIR
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Daftar Pustaka

• Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Direktorat 
Jenderal Cipta Karya

• Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
• Buku Saku Pendampingan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Dengan Pola Kuliah Kerja Nyata
• Laporan Akhir Pemetaan Risiko Skala Rinci Secara Kolaboratif

Kawasan Sungai Ampal Kota Balikpapan
• Laporan Akhir Kkn Lppm-uniba

44



45

T E R I M A   K A S I H
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